BAB VI
PENUTUP

6.1 PENUTUP

Berdasarkan  hasil pembahasan  tentang  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa ljin Mendirikan Bangunan (IMB)
Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang diperoleh kesimpulan
bahwa kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kelurahan Liliba dengan Dinas
Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Masyarakat
tidak mengetahui tata cara atau prosedur dan tidak adanya kesadaran dari
masyarakat untuk mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Adanya
anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yangberbelit-
belit dan Penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepatwaktu mempengaruhi
masyarakat Membangun Tanpa ljin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan
terbatasnya sarana prasara tidak Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa
ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota
Kupang. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut;

A. FAKTOR EKSTERNAL

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Sarana prasarana yang ada
di Kantor DPMPTSP Kota Kupang dalam mendukung proses perizinan
mendirikan bangunan sudah sangat baik dimana sudah adanya Ruang
kerja, ATK,Komputer dan printer,Meja dan kursi,Loket, Ruang tunggu,Tempat
Parkir, Toilet,Lemari dokumen, papan informasi, Wifi , Aplikasi Online Sipintar

sampai Mobil Keliling. DPMPTSP Kota Kupang belum berkoordinasi dan

90



berkomunikasi dengan baik bersama organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Liliba, hal ini
dapat dilihat dari 2.843 bangunan di Kelurahan Liliba hanya 71 bangunan yang
memiliki Advice plan dan IMB, Dari 2802 bangunan yang tidak memiliki IMB di
Kelurahan baru 3 bangunan Kios saja yang dibongkar serta tidak adanya
sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Kupang terkait prosedur dan
persyaratan dalam pengurusan IMB bagi masyarakat yang ada di Kelurahan
Liliba.
B. FAKTOR INTERNAL

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak pernah ada sosialisasi
langsung yang dilakukan DPMPTSP Kota Kupang kepada masyarakat di
Kelurahan Liliba, Kurangnya pengawasan di lapangan oleh DPMPTSP Kota
Kupang sehingga masih ditemukan bangunan-bangunan baru tidak memiliki izin,
kurang tegasnya DPMPTSP Kota Kupang dalam mengimplementasikan sanksi
administrative Dengan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat dan biaya yang dikenakan relatif mahal dalam
pengurusan Advice Plan dan Perhitungan Konstruksi bangunan serta menghindari
biaya retribusi/pajak yang harus dibayar tiap tahunnya yang berdampak pada
banyaknya bangunan di Kelurahan Liliba yang tidak memiliki IMB. prosedur
pengurusan dan penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum sesuai

dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) dimana hanya memakan waktu 7
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hari tetapi prakteknya dilapangan mengalami kendala seperti rekomendasi yang
terlambat keluar dari Kelurahan, Kecamatan, Dinas PUPR Kota Kupang dan
prosedur yang terlalu panjang dan berjenjang dalam pengurusan IMB yang
dimulai dari rekomendasi dari Lurah, Camat, Advice Plan, Gambar rencana
bangunan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) dan Perhitungan konstruksi bangunan yang telah
diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang sehingga berdampak juga pada anggaran atau biaya yang mahal.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Kedepannya perlu adanya ada sosialisasi langsung yang dilakukan
DPMPTSP Kota Kupang kepada masyarakat di Kelurahan Liliba terkait
prosedur dan persyaratan IMB

2. Kedepannya perlu adanya pengawasan dan penertertiban bangunan yang
tidak memiliki IMBoleh DPMPTSP Kota Kupang di Kelurahan Liliba

3. Kedepannya perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara
DPMPTSP Kota Kupang denga organisasi Perangkat Daerah (OPD)
teknis dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan

Liliba.
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